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ABSTRACK

The title of this research, “Performance Evaluation of Liquefaction Salary
Governmental Officers After Using Region Management Application Information System
in Secretariat  of Sumatera Selatan Province Assembly”, which is backgrounded by being
late liquefaction of governmental officers in Secretariat of Sumatera Selatan Province
Assembly. The purpose of this research to evaluate performance of liquefaction salary
governmental officers in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly. The type of
this research is descriptive, whereas research method which used is qualitative method.
The type of data which used is primary data and secondary data, whereas collecting data
technics are documentation, observation, and depth interview. Foccuss of this research
used Mardiasmo Theory about Performance Evaluation. The result shows us if liquefaction
salary governmental officers after using region management application information
system in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly, there are some problems,
like being late in coordinating between each sector in Secretariat of Sumatera Selatan
Province Assembly, bad connection of Internet network, limited of computers which
connected into Region Management Application Information System, and limited of
officers who have qualification or competence in going through Region Management
Application Information System. There are some of solutions, like the officersin Secretariat
of Sumatera Selatan Province Assembly must be helding officers qualification coaching to
operate Region Management Application Information System, repairing coordination
between each sector in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly, and adding
some officers who have qualification or competence in going through Region Management
Application Information System so that performance evaluation of liquefaction can go
effectively.

Key Words: Evaluation Performance, Liquefaction Salary, Secretariat of Sumatera
Selatan Province Assembly
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, “Evaluasi Kinerja Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Setelah Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan”, yang dilatarbelakangi oleh keterlambatan
pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Jenis penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder,
sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan
wawancara. Fokus penelitian ini menggunakan Teori Mardiasmo tentang Evaluasi Kinerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah
menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa masalah, seperti lambatnya kordinasi antar
bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera selatan, tidak baiknya koneksi jaringan
internet, terbatasnya jumlah komputer yang terhubung dengan program aplikasi SIMDA,
dan terbatasnya jumlah petugas yang memiliki kualifikasi/kompetensi dalam menjalankan
program SIMDA. Adapun saran yang penulis berikan adalah pihak Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menyelenggarakan pelatihan kualifikasi pegawai
untuk mengoperasikan aplikasi SIMDA, perbaikan koordinasi antar-bagian yang ada di
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan adanya penambahan jumlah petugas
yang memiliki kualifikasi/kompetensi dalam menjalankan program SIMDA agar kinerja
pencairan gaji dapat berjalan dengan efektif.

Kata kunci : Evaluasi Kinerja, Pencairan Gaji, Sistem Informasi Manajemen Daerah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tertera

dalam paragraf 9 pasal 79 berbunyi sebagai berikut: “(1) Pemerintah wajib membayar

gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. (2) Gaji

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan sesuai dengan beban kerja,

tanggungjawab, dan resiko pekerjaan (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 2

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. (4) Gaji PNS yang bekerja pada

pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (5) Gaji

PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan

dan belanja daerah.”.

Anggaran belanja memuat pembiayaan dalam daerah seperti penyediaan uang

persediaan, ganti uang dan belanja langsung. Belanja langsung memuat belanja gaji

pegawai, tambahan penghasilan, dan belanja penunjang operasional dan lain-lain.

Untuk belanja pegawai, dikarenakan merupakan anggaran yang diatur dalam anggaran

pendapatan dan belanja, maka dalam  pencairannya harus mematuhi peraturan yang

telah disusun oleh pemerintah daerah. Peraturan tersebut mengatur seperti pihak yang

terlibat dalam pencairan gaji, dokumen yang harus dilengkapi saat ingin mencairkan

gaji, dan mengatur hal lain. Pencairan gaji yang termuat khususnya untuk gaji pegawai

negeri sipil yang bekerja bagi pemerintah daerah langkah pencairan tidaklah mudah,

karena  diatur oleh peraturan daerah.

Proses pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Selatan dibuat setiap bulannya oleh seorang pembantu bendahara

pengeluaran atas perintah dari bendahara pengeluaran berdasarkan prosedur yang
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berlaku, di mana pegawai negeri sipil di sekretariat DPRD provinsi Sumatera selatan

berjumlah 97 orang yang mana di bagi seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Golongan Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2017.

Golongan Pegawai
Negeri Sipil

Istri Anak Jumlah

IV 13 10 15 38
III 68 55 95 218
II 16 12 22 50
I 0 0 0 0

Lainnya 0 0 0 0
Jumlah 97 77 132 306

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mencairkan gaji 97 orang pegawai negeri sipil tersebut  prosedur itu sendiri

dimulai dari setiap minggu pertama. Bendahara pengeluaran menunjuk pembantu

bendahara pengeluaran untuk updating SIMDA gaji, yang terdiri dari :

1. Perubahan Data Pensiun
Apabila pada bulan bersangkutan terdapat pegawai yang pensiun, maka akan di

hapuskan dari daftar gaji.
2. Kenaikan Gaji Berkala

Apabila pada bulan bersangkutan terdapat pegawai yang mendapat kenaikan
gaji, maka akan di tambahkan dengan gaji sebelumnya.

3. Tunjangan Keluarga (istri/suami dan anak)
Apabila pada bulan bersangkutan terdapat penambahan atau pengurangan

jumlah keluarga seperti adanya pernikahan, kelahiran/kematian anak dan kematian
istri/suami, maka akan ada penambahan/pengurangan tunjangan sesuai dengan
kondisi pada bulan bersangkutan.

4. Kenaikan Pangkat
Apabila pada bulan bersangkutan terdapat pegawai yang mendapatkan kenaikan

pangkat, maka secara otomatis akan ada penambahan jumlah gaji pada pegawai
bersangkutan.

5. Perpindahan Pegawai
Apabila pada bulan yang bersangkutan terdapat pegawai yang di mutasi, maka

akan dihapuskan dari daftar gaji.

Selanjutnya setiap minggu kedua pada bulan yang bersangkutan, bendahara

pengeluaran membuat daftar gaji, yang terdiri dari:

1. Data Pegawai
Nama, tanggal lahir, Nomor Induk Pegawai (NIP), status pegawai, jabatan, ruang,
kawin/tidak kawin, dan  kode jiwa.

2. Gaji Pokok
3. Tunjangan Istri/Suami.
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10% dari gaji pokok.
4. Tunjangan Anak

2% dari gaji pokok (per jiwa)
5. Tunjangan Umum

a. Golongan I : 175.000
b. Golongan II    : 180.000
c. Golongan III : 185.000
d. Golongan IV   : 190.000

6. Tambahan Tunjangan Umum
7. Tunjangan Struktural

a. Eselon II : 3.250.000
b. Eselon III : 1.250.000
c. Eselon IV   :    540.000

8. Tunjangan Fungsional
9. Tunjangan Beras

67.500 per jiwa
10. Tunjangan PPh
11. Jumlah Potongan

a. PFK : 10% dari gaji pokok  + tunjangan keluarga
b. PPh
c. Sewa rumah
d. Hutang
e. Tabungan rumah

Selanjutnya setiap minggu ketiga pada bulan bersangkutan, pembantu

bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan

Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN). Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) terdiri dari 3 halaman dengan

rincian :

1. Halaman Pertama

Urusan pemerintahan, SKPD, tahun anggaran, dasar pengeluaran SPD nomor,

jumlah sisa dana SPD, untuk keperluan bulan, nama bendahara pengeluaran,

jumlah pembayaran yang diminta, nama dan nomor rekening bank, yang

ditandatangani oleh bendahara pengeluaran.

2. Halaman Kedua

Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD (jumlah dana DPA-/DPPA/DPAL-

SKPD), ringkasan SPD (jumlah dana dan sisa dana yang belum di SPD-kan),
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ringkasan belanja (belanja UP/GU, belanja TU, belanja LS pembiayaan gaji dan

tunjangan, belanja LS pengadaan barang dan jasa), yang ditanda tangani oleh

pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.

3. Halaman Ketiga

Rincian rencana penggunaan (gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan

struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan

pph/tunjangan khusus, pembulatan gaji), yang ditanda tangani oleh pengguna

anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu pengeluaran.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-

TUNJANGAN) ini ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran dalam hal ini

sekretaris dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, agar hendaknya diterbitkan

Surat Perintah  Membayar (SPM). Selanjutnya pada minggu yang sama, kuasa

pengguna anggaran memberikan tugas kepada operator SPM untuk membuat Surat

Perintah Membayar (SPM) yang nantinya ditanda tangani oleh pengguna anggaran

sebagai bukti telah disetujuinya penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut.

Surat Perintah Membayar (SPM) ini berisi rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Gaji Pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan fungsional,

tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus dan

pembulatan gaji.

2. Potongan-Potongan

Iuran wajib, PPh 21 dan tabungan perumahan.

Lalu Surat Perintah Membayar (SPM) ini dikirim ke Badan Pengelola Keuangan

Aset Daerah (BPKAD) pemerintah agar hendaknya menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setiap awal bulan pada bulan berikutnya,
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BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada

kas daerah agar hendaknya mencairkan uang kepada Bank Sumsel Babel cabang

utama untuk dipindah bukukan ke rekening masing-masing pegawai yang

bersangkutan. Lalu tembusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) itu

diberikan kepada bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya,  pada awal  bulan juga,  uang cair ke rekening masing-masing

pegawai sebagai imbalan dari hasil bekerja. Dan pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil

(PNS) pada sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pencairan gaji

Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

menggunakan mekanisme komputerisasi yakni dengan menggunakan Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu aplikasi terpadu yang dibangun oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digunakan dengan

tujuan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan

aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi

dan pelaporannya. Fitur-fitur yang digunakanpun cukup sederhana, mudah dimengerti

dan dipelajari. Dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari

menggunakan aplikasi ini (output dokumen transaksi seperti SPD, SPP, SPM, dan

SP2D), secara otomatis catatan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) merupakan program

aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi

pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan

dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di

setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat

dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan.
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Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring

terhadap kinerja pemerintah daerah (Pratama, 2016 : 157).

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan

informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses

administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan

dialog publik dalam perumusan kebijakan. Salah satu aplikasi SIMDA yaitu SIMDA

keuangan dimana merupakan sebuah aplikasi yang memiliki tujuan untuk membantu

pemerintah daerah mengelola keuangan daerah (Pratama, 2016 : 157). Sehingga,

dengan adanya aplikasi SIMDA ini sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bisa

melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan terintegrasi yang di awali dengan

penganggaran, penatausahaan sampai akuntasi dan pelaporan.

Hasil pengembangan SIMDA adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Program Aplikasi SIMDA
1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan

2. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)

3. Program Aplikasi SIMDA Gaji

4. Program Aplikasi SIMDA Pendapatan

5. Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D

6. Sub Aplikasi Gabungan perProvinsi

7. Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank

Sumber: web BPKP go.id

Dari pengembangan aplikasi SIMDA kali ini penulis lebih memfokuskan ke

aplikasi SIMDA Gaji yang digunakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

dalam prosedur Pencairan gaji pegawai negeri sipilnya.Yang mana aplikasi komputer

SIMDA Gaji dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam

pengelolaan penggajian pegawainya. Aplikasi ini akan membantu instansi untuk

memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen
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penggajian yang dapat diandalkan. Ouput dari aplikasi SIMDA gaji adalah sebagai

berikut :

1. Daftar Gaji, Rapel, Gaji Terusan, Perhitungan Pajak.

2. Daftar Pegawai.

3. Register-Register.

Penerapan sistem informasi akutansi pada pemerintah daerah diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

akutansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yang mempunyai

tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan. pemerintah saat ini  sedang

mengembangkan suatu program aplikasi komputer yang di beri nama SIMDA (Sistem

Informasi Manajemen Daerah) yang mulai diperkenalkan pada tahun 2006. Program

aplikasi ini sendiri dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan) untuk membantu pengelolaan Keuangan Daerah baik di tingkat

SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebagai entitas pelaporan maupun

di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) entitas akutansi. Dengan adanya

program aplikasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih kepada

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan

APBD dan tanggung jawab APBD (Pratama, 2016 : 154).

Upaya mengevaluasi suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep evaluasi.

Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah

ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Konsep evaluasi

menekankan pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah

ditentukan. Sasaran evaluasi adalah mengetahui keberhasilan suatu program.

Sebagaimana Bruce W Tuckman (1975 : 12) mengartikan evaluasi sebagai suatu
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proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran

suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditetapan. Evaluasi

program merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu program dimulai dari

implementasi sampai keluaran (output), dan dampak (impact) dari program tersebut

telah sesuai dengan tujuan program bersangkutan. Dan juga peranan penting sekretaris

dewan sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh para pegawai yang terlibat

dalam proses pencairan gaji harus mampu melaksanakan tugas agar prosedur dalam

pencairan gaji pegawai dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan dan penerapan SIMDA di sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kuantitas dan

kualitas SDM yang masih kurang dalam pengelolaan SIMDA, dengan kenaikan aset

dan kewajiban ekuitas yang terjadi di sekretariat DPRD provinsi Sumatera Selatan,

maka semakin kompleks pula masalah dalam proses pengelolaan keuangannya,

penerapan SIMDA keuangan yang dilakukan diharapkan mampu mempermudah

pelaksanaan dalam proses laporan keuangannya, namun yang terjadi di sekretariat

DPRD provinsi Sumatera Selatan kenaikan tersebut tidak diiringi dengan perbaikan

infrastruktur yang mendukung seperti pembangunan jaringan internet yang lancar

tanpa hambatan dan mampu memperlancar pelaksanaan aplikasi SIMDA. Beberapa

faktor lain yang masih memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai opini WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian) antara lain: kelemahan dalam pengelolaan barang/aset

milik daerah, kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, masih

lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi SDM pengelola

keuangan daerah masih belum mewadahi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis

tertarik untuk melakukan kajian tentang pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS)
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Setelah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan

menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “EVALUASI KINERJA

PENCAIRAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SETELAH

MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

DAERAH (SIMDA) DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA

SELATAN”.

B. Rumusan Masalah

Bagi pegawai, masalah pencairan gaji merupakan salah satu hal yang utama untuk

tetap survive. Dan merupakan hak dari setiap pegawai yang telah mengabdikan dirinya

sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5

tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tertera dalam pasal 79. Bila dilihat dari aspek

manajemen, maka proses pencairan gaji pegawai dapat dipandang sebagai suatu

perbaikan yang terus menerus untuk menghasilkan kesejahteraan pegawai. Sehingga

membuat munculnya sistem dengan penerapan teknologi dalam proses pencairan gaji

pegawai negeri sipil. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dirumuskan masalah pokok

yang perlu mendapat kajian secara mendalam yaitu “Mengapa Pencairan Gaji

Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih

memiliki kendala setelah menerapkan aplikasi SIMDA Gaji?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui masalah pencairan gaji

pegawai negeri sipil (PNS) setelah mengggunakan aplikasi sistem informasi

manajemen keuangan daerah (SIMDA) gaji di sekretariat DPRD provinsi Sumatera

Selatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat bagi peneliti yakni sebagai latihan dalam penulisan dan penelitian yang

bersifat ilmiah. Manfaat lain adalah penelitian ini mampu menambah wawasan

serta memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pembaca

mengenai evaluasi kinerja pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) setelah

mengggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di

sekretariat DPRD provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitan ini di harapkan mampu memberikan manfaat, sumbangsih dan saran

serta referensi kepada kantor DPRD provinsi Sumatera Selatan dalam

melaksanakan pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) setelah mengggunakan

aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di sekretariat DPRD

provinsi Sumatera Selatan.
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